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ABSTRAKSI

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SARANG BURUNG WALET
DI KOTA PALEMBANG

Oleh :
Fery Rinaldo 

Azwardi
Muhammad Teguh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan retribusi sarang 
burung walet di Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data 
pendapatan perorangan yang diambil dari beberapa orang pengusaha sarang 
burung walet yang ada di Kota Palembang sedangkan data sekunder yang 
digunakan adalah data penerimaan asli daerah (PAD) dan data volume bangunan 
penangkaran serta jumlah produksi sarang burung walet periode 2007-2009. 
Analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis peluang, uji 
homogenitas Chi-Square ,dan uji Kruskall-Wallis.

Berdasarkan hasil penelitian, realisasi penerimaan retribusi sarang 
burung walet masih kecil. Ini artinya peluang retribusi sarang burung walet di 
masa yang akan datang masih bisa dimaksimalkan. Penerimaan ini kecil 
disebabkan karena pemungut retribusi kesulitan dalam menginventaris obyek 
retribusi. Pemilik penangkaran sarang burung walet sulit ditemui atau tidak 
berdomisili di Kota Palembang, kemudian kurangnya kesadaran pemilik sarang 
burung walet dalam melaporkan volume bangunan penangkaran dan jumlah hasil 
produksi serta Pemerintah Daerah kurang mensosialisasikan Perda No 28 Tahun 
2002 tentang pengusahaan sarang burung walet kepada masyarakat luas agar 
masyarakat dapat mendaftarkan izin operasional serta melaporkan produksi sarang 
burung. Perbedaan pendapatan diantara pengusaha sarang burung walet yang 
dipengaruhi oleh ketinggian bangunan penangkaran karena jumlah produksi 
sarang burung walet dipengaruhi oleh desain bangunan walet yang harus 
mempunyai dinding dan ketinggian 3 meter atau lebih karena burung walet tidak 
akan membuat sarang jika ketinggian kurang dari 3 meter.

Kata Kunci: Penerimaan Retribusi Sarang Burung Walet
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ABSTRACT

AN ANALYSIS OF LOCAL REVENUES RECEIVED FROM THE 
SWALLOW NEST BUSINESS IN PALEMBANG CITY

By:
Fery Rinaldo 

Azwardi
Muhammad Teguh

This research was aimed at analyzing the local reveneus received from 
the swallow nest business in Palembang City. Primary and secondary data were 
collected for this research. The primary data were received from swallow nest 
farmers living in Palembang and the secondary data from documents of swallow 
nest local revenues, nesting farm volumes, swallow nest havest in the period of 
2007-2009. these data were analyzed in terms of variable contribution, their 
probability, Chi - square test and Kuskall - Wallis test.

The research result show that the local reveneues obtained from the 
swallow nest farming were low. Such low revenues were caused by an incomplete 
inventory of existing swallow nest farming units. This suggest that more revenues 
can be collected in the future. In addition, owners of the farming units were not 
available when Information was needed, or they do not live in palembang. These 
owners were reluctant or unaware of their responsibility t o report their business 
as required by the local Government Regulation No. 28 Year 2002. They needed 

refort about their farming units. Differences in their incomes were due to their 
farming units; the swallows would nest in the units if these units were higher than 
three meters.

Keywords : Revenues, Swallow Nest
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melaksanakan otonomi daerah 

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat 

menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan yang 

dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan 

keungan pusat dan daerah. Maksud dari pemberian otonomi adalah untuk pembangunan 

dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya 

diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, 

keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah 

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan 

menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara 

pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewengan keuangan yang melekat pada setiap 

kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin 

terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha 

untuk meningkatkan kemampuan keungan sendiri yakni dengan upaya peningkatan 

penerimaan pendapatan asli daerah (PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan 

sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai

1



dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi 

masyarakat. Seuai dengan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian 

disempurnakan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap 

daerah berhak untuk menyelengarakan pemerintahaanya sendiri sesuai dengan sumber 

daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Penyelengara pemerintah daerah 

sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasiaonal dilaksanakan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang tertuang dalam kewenangan daerah. Kewenangan daerah merupakan wewenang 

yang dimiliki pemerintahaan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dam 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahaan, kecuali urusan pemerintahaan 

yang oleh UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan menjadi pemerintah pusat. Dalam UU 

tersebut kewengan daerah terbagi menjadi kewenangan pemerintah daerah dan provinsi 

(pasal 13 UU NO 32 Tahun 2004) dan kewengan pemerintah daerah untuk kabupaten/

kota (pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004).

Pada UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) tentang perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan :

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan 

Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan 

pemerintah yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepada daerah.

Pembentukan Undang-Undang tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah

2



Daerah. PendanaanDaerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahaan 

tersebut menganut prinsip money follows functions yang mengandung makna bahwa 

pendanaan mengikuti fungsi pemerintahaan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab 

masing-masing tingkat pemerintah.

segala bidang berlangsungPelaksanaan pembangunan di 

berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat melalui 

otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya

secara

mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk

membiayai keperluan daerah.

Untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah, pemerintah daerah

memeperoleh pendanaan dari berbagai sumber. Sumber pendanaan tersebut antara lain

dapat bersumber dari alokasi dari pemerintah pusat dan pendanaan yang diperoleh oleh 

pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan yang diperoleh dari pemerintah daerah antara 

lain adalah perpajakan dan investasi daerah.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah

2. Hasil retribusi daerah

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan

4. Pendapatan asli daerah yang sah

3



Tabel 1.1
Persentase Retribusi Sarang Burung Walet di Kota Palembang 

Berdasarkan Realisasi dan Target Tahun 2007-2009

PersentaseRealisasi PenerimaanTarget PenerimaanTahunNo

48%Rp 168.203.600,00Rp 346.125.000,0020071

14,6 %Rp 109.819.000,00Rp 750.000.000,0020082

17,97%Rp 151.595.400,00Rp 843.525.000,0020093

Sumber : Dispenda Kota Palembang Tahun 2010 (data diolah)

Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang di atas, dapat diketahui 

setiap tahun anggarannya mengalami perubahan, yaitu tahun 2007 hanya mencapai 48%, 

akan tetapi pada tahun 2008 mengalami penurunan yang signifikan yaitu hanya mencapai

14,6% dan pada tahun 2009 hanya mencapai 17,97%.

Pemerintah Daerah Kota Palembang pada tahun 2008 dan 2009 meningkatkan 

target penerimaan retribusi sarang burung walet terhadap PAD, hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan PAD, dan dipergunakan untuk pembangunan. Akan tetapi dalam 

realisasinya target tidak tercapai, maka pemerintah harus lebih mengoptimalkan 

pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang dari retribusi sarang burung walet.

Selain itu berdasarkan Tabel 1.1. terjadi fluktuasi penerimaan daerah dari sarang 

burung walet selama kurun waktu 3 tahun. Penerimaan tertinggi terjadi di tahun 2007. 

Kemudian pada tahun 2008 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2009 kembali 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dimaklumi karena banyaknya jumlah pengusaha 

sarang burung walet yang belum didata oleh Dinas Pertanian Kota Palembang dan juga 

retribusi ini baru berjalan 3 tahun terakhir sehingga petugas Dinas Pertanian Kota

5
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Palembang belum maksimal dalam mensosialisasikan kepada pengusaha sarang burung 

walet. Untuk itu Pemerintah Kota Palembang berusaha merevisi perda retribusi sarang 

burung walet menjadi perda pajak sarang burung walet pada tahun 2011 sehingga pajak 

g burung walet sebagai salah satu jenis penerimaan daerah dapat dijadikan sektor 

andalan penerimaan di sektor retribusi daerah. Retribusi sarang burung walet akan turut 

menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai 

sendiri segala urusan otonomi daerah.

saran

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

penting guna penyelengaaran pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menetapkan 

otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan permasalahan 

yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka untuk selanjutnya hanya retribusi daerah yang

akan dibahas lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana kapasitas retribusi daerah

khususnya retribusi sarang burung walet.

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, pemungutannya harus dipahami 

oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah. Untuk mengatur tentang pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan Undang- 

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi 

daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang- 

Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur 

anggaran daerahnya.
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Berdasarkan uraian di atas kajian tentang retribusi sarang burung walet secara 

lebih mendalam merupakan hal yang menarik, terutama dari sisi peluang penerimaan 

retribusi sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Menariknya kajian 

ini setidaknya dilandasi oleh belum adanya penelitian retribusi sarang burung walet di 

Kota Palembang yang baru dipungut tiga tahun ini secara mendalam tentang peluang 

penerimaan retribusi sarang burung walet sebagai salah satu sumber pendapatan asli 

daerah (PAD). Dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti yang penting, 

karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi Pemda Kota 

Palembang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI

SARANG BURUNG WALET DI KOTA PALEMBANG

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan naik turunnya penerimaan retribusi 

sarang burung walet di Kota Palembang.

Bagaimana peluang penerimaan retribusi sarang burung walet di Kota Palembang 

di masa yang akan datang.

Apakah terdapat perbedaan pendapatan antara pengusaha penangkaran sarang 

burung walet.

2.

3.
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1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan naik turunnya 

penerimaan retribusi sarang burung walet di Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui peluang penerimaan retribusi sarang burung walet di Kota 

Palembang di masa yang akan datang.

3. Untuk mengetahui adakah perbedaan pendapatan antara pengusaha penangkaran 

sarang burung walet.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis agar hasil penelitain ini memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat ini diperuntukan bagi mahasiswa ekonomi pada umumnya dan 

mahasiswa ekonomi pembangunan pada khususnya, agar dapat memperoleh 

informasi lebih mengenai retribusi sarang burung walet sebagai salah satu 

penerimaan daerah Kota Palembang.

2. Manfaat Operasional

Manfaat ini dapat diperoleh bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan 

pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait sebagai bahan pertimbangan dalam
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melakukan kajian dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan guna 

meningkatkan penerimaan retribusi sarang burung walet sebagai salah satu

penerimaan daerah.
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